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Isu Kunci 

• Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dengan kebudayaannya masing-

masing. 

• Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan wisata merupakan suatu proses 

yang tergantung pada konteks atau kondisi masyarakat. 

• Belum adanya kebijakan atau peraturan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat 

dalam pengembangan wisata yang mengakomodir keberagaman tersebut. 

• Ketiadaan kebijakan ini menyebabkan upaya pemberdayaan masyarakat menjadi tidak bisa 

mencapai seluruh kelompok masyarakat dan mereka menjadi tidak bisa mendapatkan 

manfaat dari pengembangan wisata tersebut. 
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Ringkasan 

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata merupakan komponen 

penting dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan wisata berkelanjutan. Upaya 

pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang context–dependent, dimana 

perencanaan dan pelaksanaannya seharusnya tergantung pada kondisi masyarakat dimana 

program tersebut dilaksanakan.  Dari kondisi tersebut, maka terlihat bahwa budaya yang dimiliki 

oleh masyarakat akan mempengaruhi keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat 

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya dan norma yang berlaku di masyarakat 

ternyata memang dapat menjadi faktor penghambat dari pencapaian tujuan pemberdayaan 

masyarakat dalam konteks wisata. Adanya penerapan aturan dan norma masyarakat umumnya 

terjadi karena tidak adanya kebijakan dari pemerintah. Atau kalaupun ada, peraturan tersebut 

belum mengakomodir keberagaman budaya yang ada di masyarakat.  Oleh karena itu, diperlukan 

suatu upaya untuk merancang peraturan kebijakan yang mengakomodir keberagaman tersebut. 
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Pendahuluan 

Latar Belakang 

Pariwisata berkelanjutan dicapai ketika 

masyarakat lokal memiliki kendali atas proses 

pembangunan, dan mereka berbagi secara adil 

dalam manfaat yang muncul dari kegiatan 

pariwisata (Scheyvens dan Scheyvens 2015). 

Masyarakat lokal merupakan pemangku 

kepentingan yang paling terpengaruh oleh 

pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, 

masyarakat perlu diberdayakan agar dapat 

memutuskan mana yang terbaik untuknya. 

Pemberdayaan adalah cara untuk meningkatkan 

kapasitas komunitas untuk membuat pilihan dan 

mengubah pilihan tersebut menjadi tindakan 

dan hasil yang diinginkan (Alsop dan Heinsohn, 

2005; Timothy 2007). Dengan cara ini, 

pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai hasil 

(seseorang atau kelompok diberdayakan) dan / 

atau proses (memberdayakan kelompok atau 

individu) (Alsop dan Heinsohn 2005; Timothy 

2007). Hasil penelitian Rachmawati (2018) 

menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat 

mungkin belum sepenuhnya sesuai dalam 

konteks Indonesia dalam dan melalui 

pengembangan pariwisata. Ini mungkin karena 

konsep tersebut tidak cukup memperhitungkan 

faktor budaya dalam memberikan hasil 

pemberdayaan melalui pariwisata. Rachmawati 

(2018) menunjukkan bahwa proses dan hasil 

pemberdayaan masyarakat dalam konteks 

pembangunan pariwisata dipengaruhi oleh 

faktor budaya. Budaya masyarakat dalam hal ini 

nilai-nilai yang dianut dan norma-norma yang 

diterapkan oleh masyarakat kadang kala dapat 

menghambat pemberdayaan masyarakat dan 

pencapaian hasil atau tujuan yang diharapkan. 

Hal ini dikarenakan, adat dan budaya yang 

berlaku di suatu masyarakat, kadang kala 

menghalangi kelompok masyarakat tertentu 

untuk terlibat dalam pariwisata atau 

perencanaan pariwisata. 

 

 

Urgensi 
Indonesia memiliki banyak daya tarik 

potensial untuk pengembangan pariwisata. 

Berdasarkan Indeks TTCI, di antara Negara-

negara Asia Pasifik, Indonesia menempati urutan 

ke-6 untuk keunggulan sumber daya alam, 

dengan beberapa situs alam Warisan Dunia 

selain kekayaan keanekaragaman hayatinya. Di 

sisi lain, Indonesia juga kaya akan sumber daya 

budaya (peringkat 38 dari 140) (Blanke dan 

Chiesa, 2013), menyebabkan upaya 

pemberdayaan masyarakat akan lebih 

menantang. Untuk menentukan strategi yang 

tepat dalam pemberdayaan masyarakat 

Indonesia dengan budaya dan lokasi yang 

beragam, diperlukan pemahaman yang lebih 

dalam tentang budaya masyarakat dan keliling 

mempengaruhi proses dan hasil pemberdayaan 

masyarakat secara lebih rinci. Temuan penelitian 

dapat membantu peneliti, praktisi 

pembangunan, dan pengambil keputusan dalam 

merencanakan strategi pemberdayaan 

masyarakat yang tepat dalam pengembangan 

pariwisata pada karakteristik masyarakat 

tertentu (Blanke dan Chiesa, 2013). 

 

Tujuan 
 Menganalisis pengaruh budaya 

terhadap proses pemberdayaan masyarakat 

 

Ikhtisar (Overview) 
Terkait dengan budaya, beberapa nilai 

budaya menghambat pemberdayaan 

masyarakat, antara lain in-group, out-group, 

nilai-nilai budaya ascribed, kolektivisme berpadu 

dengan nilai-nilai kekeluargaan, kolektivisme 

yang dipadukan dengan komunikasi terselubung, 

budaya konteks tinggi, budaya harmoni, budaya 

jarak kekuasaan tinggi, budaya formal, 

'penghindaran ketidakpastian,' dan mengikuti 

tradisi. Budaya masyarakat juga menyebabkan 

sebagian anggota kelompok masyarakat 

(misalnya perempuan, etnik tertentu) menjadi 

terpinggirkan karena budaya tersebut 
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membatasi mereka untuk terlibat dalam semua 

aspek perencanaan dan pengembangan 

pariwisata. Dari segi norma, norma yang 

diterapkan dalam masyarakat terindikasi dapat 

membatasi anggota masyarakat tertentu untuk 

terlibat dalam pariwisata. Meskipun tidak ada 

sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang 

melanggar norma, sebagian besar anggota 

masyarakat akan mengikuti 'aturan' karena 

‘sistem kehormatan’. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 
Budaya lokal dapat menjadi sumber 

daya untuk pariwisata yang berkelanjutan, 

khususnya untuk pariwisata berbasis masyarakat 

(Giampiccoli dan Hayward Kalis 2012). Namun 

bahkan dalam konteks di mana masyarakat 

mengontrol dan 'memiliki' perkembangan 

pariwisata, realitas lokal yang dicirikan oleh 

struktur kekuasaan yang berbeda dan norma 

budaya dan nilai masih dapat membatasi 

perkembangannya dan pembagian keuntungan 

secara adil (Dolezal 2015; Walpole dan Goodwin 

2000). Misalnya, di Indonesia, sebagian besar 

masyarakat mengikuti cara hidup tradisional 

tertentu yang disebut “adat”. Istilah 'adat' 

mengacu pada adat, tradisi, aturan, atau praktik 

yang memandu kehidupan sosial dan 

pengambilan keputusan dalam masyarakat 

Indonesia. Sistem hukum berbasis etnis 

menguraikan kewajiban dan harapan untuk 

hubungan sosial dan ekonomi (Alison dan Nobles 

2009; Forshee 2006). Adat merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi pemberda-

yaan masyarakat dalam pengembangan pariwi-

sata di Indonesia. Bagi kebanyakan orang 

Indonesia, adat adalah cara yang tepat untuk 

melakukan sesuatu, termasuk interaksi sosial 

sehari-hari, dan penegakan hukum. Selain itu, 

adat memberikan kohesi pada kehidupan 

setelah berabad-abad pemaksaan dan 

perubahan yang mengganggu (Forshee 2006). 

Penelitian Rachmawati (2018) 

mengindikasikan bahwa budaya, khususnya nilai 

dan norma budaya dari berbagai kelompok 

dalam suatu masyarakat, memiliki peran penting 

dalam membentuk peluang pemberdayaan 

dalam pengembangan pariwisata. Hasil ini 

mendukung apa yang telah dilaporkan oleh para 

peneliti lain yang menyampaikan bahwa 

pemberdayaan merupakan fenomena spesifik 

lokasi dan bergantung pada konteks (Ayscue et 

al. 2016; Cole 2007; Dolezal 2015; Giampiccoli 

dan Hayward Kalis 2012; Maruyama et al. 2016; 

Moscardo et al. 2013). 

Hasil penelitian (Rachmawati 2018) 

tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya 

yang dianut masyarakat dapat membatasi 

pemberdayaan masyarakat. Budaya tersebut 

seolah-olah menghambat kelompok masyarakat 

tertentu untuk terlibat dalam pariwisata dan 

perencanaannya. Beberapa nilai budaya yang 

menghambat pemberdayaan masyarakat adalah 

in-groups dan out-groups, kolektivisme yang 

dipadukan dengan nilai-nilai kekeluargaan, 

kolektivisme yang dipadukan dengan komunikasi 

terselubung, budaya konteks tinggi, budaya 

harmoni, budaya jarak kekuasaan tinggi, budaya 

formal, “penghindaran ketidakpastian”, dan 

mengikuti tradisi. Untuk budaya collectivism, 

sebenarnya juga dapat menjadi faktor yang 

mendorongnya upaya pemberdayaan 

masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan wisata dapat tercermin dalam 

peningkatan aksi kolektif untuk mengatasi 

kebutuhan atau kepentingan kelompok secara 

kolektif (Knight dan Cottrell 2016). Namun, ini 

merupakan tantangan untuk diterapkan dalam 

komunitas yang terdiri dari banyak kepentingan 

atau kelompok etnis, atau dalam komunitas 

multikultural dengan nilai kolektivisme yang kuat 

seperti yang banyak terlihat di masyarakat 

Indonesia. Dalam budaya kolektif yang kuat, 

anggota masyarakat lebih peduli tentang 

kebaikan kelompok dalam yang mereka 

identifikasi (misalnya, keluarga, teman, 

tetangga, kelompok kerja), yang juga melibatkan 

pengakuan kelompok luar. Budaya “in-groups 
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and out-groups” menekankan perbedaan yang 

jelas antara mereka yang tergabung dalam suatu 

kelompok dan mereka yang tidak, yang seringkali 

membatasi siapa yang dapat berpartisipasi 

dalam kegiatan dan keputusan kelompok 

tertentu (Batson et al. 2002; Reisinger dan 

Turner 2003). Kondisi ini menjadi problematis 

jika perhatian untuk memenuhi kebutuhan 

anggotanya mengarah pada ketidakpedulian 

terhadap kebutuhan non-anggota (Batson et al. 

2002). 

Selain nilai budaya, norma yang berlaku 

di masyarakat juga kadang-kadang membatasi 

kelompok masyarakat tertentu dari 

pemberdayaan melalui pengembangan 

pariwisata. Seperti halnya dengan budaya, 

norma ini juga biasanya muncul karena 

kebiasaan dan sejarah masyarakat. Seperti yang 

disampaikan oleh Moscardo et al. (2013), dalam 

jangka panjang, norma sosial mengendalikan 

perilaku masyarakat dan mengendalikan 

keterlibatan warga dalam pariwisata berbasis 

masyarakat. 

Implementasi budaya dan norma 

tradisional ini terkait dengan tidak adanya 

peraturan pemerintah yang mengatur 

kesempatan (opportunity structure) masyarakat 

untuk terlibat dalam pengembangan wisata. 

Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia 

sebenarnya tidak memiliki peraturan khusus 

yang berkaitan dengan “desa perkebunan”. Akan 

tetapi, kemudian masyarakat membuat 

semacam norma atau aturan tersendiri yang 

membedakan antara desa biasa pada umumnya, 

dengan desa perkebunan. Pada akhirnya, 

penerapan norma tersebut mengakibatkan 

penduduk desa yang tinggal di desa perkebunan 

dan juga pemerintah desanya tidak dapat 

terlibat dalam industri pariwisata dan juga 

proses pengambilan keputusan. Hal ini 

dikarenakan masyarakat menganggap bahwa 

karena desa tersebut merupakan desa 

perkebunan, maka fokus pengembangannya 

adalah kea rah perkebunan. Hasil penelitian ini 

memperkuat temuan Setiawan dan Kusmawan 

(2016) yang menyampaikan bahwa kebijakan 

Indonesia, khususnya di tingkat desa, tidak 

melihat keragaman masyarakat Indonesia yang 

menyebabkan marginalisasi kelompok yang 

kurang beruntung (misalnya, kurangnya akses 

untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat 

pembangunan) dan sumber daya lainnya di 

desa). Implikasi dari hasil ini adalah, dalam 

merancang regulasi, pemerintah Indonesia harus 

mempertimbangkan kondisi dan karakteristik 

masyarakat untuk mengakomodasi kebutuhan 

dan kepentingan masyarakat. Implikasi ini sesuai 

dengan saran yang disampaikan oleh para 

peneliti lainnya (Alsop dan Heinsohn 2005; Cao 

2015; Carson et al. 2014; Macbeth et al. 2008; 

Mehring et al. 2011). 

 

 

Kesimpulan  
Pemberdayaan masyarakat dalam 

konteks wisata dipengaruhi oleh kebudayaan 

masyarakat dimana program tersebut 

dilaksanakan. Kebudayaan, disatu sisi dapat 

mendukung pencapaian tujuan wisata 

berkelanjutan, akan tetapi disisi lain juga dapat 

menghambat pencapaian tujuan tersebut. 

Masyarakat Indonesia memiliki beragam adat, 

budaya dan tradisi yang semuanya memiliki ciri 

dan karakter masing-masing.  Oleh karena itu, 

dalam Menyusun regulasi atau kebijakan yang 

terkait dengan masyarakat, pemerintah atau 

penyusun kebijakan harus dapat memahami 

keberagaman dan karakteristik tersebut.  Hal ini 

perlu dilakukan agar kebijakan atau peraturan 

yang diimplementasikan dapat mengakomodir 

kepentingan dari semua kelompok masyarakat 

tersebut. 
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